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KATA PENGANTAR

Akuntansi scharusnya memberikan perhatian terﬁadap

'keadilan dalam pemberian imbalan kerja bagi para buruh.

Pemberian imbalan kerja yang berkeadilan akan membuat
pekerja merasa puas schingga meningkatkan kinerja para
karyawan, dan hal ini tentu saja akan menguntungkan perusahaan.

Para pekerja menginginkan sistem imbalan kerja, kebijakan
promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan sesuai dengan
harapan mereka. Bila upah dilihat adil, yang didasarkan pada
tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar
pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan
kepuasan kerja karyawan dan mereka merasakan kesejahteraan.

Buku yang diangkat dari hasil penelitian ini juga mengkaji
praktik  akuntansi  imbalan  kerja dan  implikasinya
terhadap keadilan pengupahan. Ada temuan menarik dari hasil
penelitian ini, yang tentunya perlu dicermati.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca!

Penerbit



ABSTRACT

This study wanted to know phenomenologically how
accounting practices for employee benefits were applied by PR
XYZ and its implications for justice in wages. The study of
accounting practices for employee benefits includes recognition,
measurement, presentation and disclosure of accounting for
employee benefits applied by PR XYZ. From the research we
concluded that the application of accounting benefits of XYZ is
not doing in accounting for employee benefits as they should be
guided by the provisions of PSAK No. 24 Tahun 2004, and is not
subject to Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
about Labor. Reasons suggested by the management is not
bothered, because it already happened oral agreements between
labor and management. Applicable accounting is accounting of
cash and out of a very simple, cash-based (cash basis), which
contains all the cash receipts and payments for one term. The only
book that made for the company's internal reporting purposes is
the "Buku Keluar Masuk Kas." Determination of cach major
employee benefits which are charged based only approximately,
and only use the employee benefit expense ratio charged by his

- business competitors. In order to be fair in providing employee

benefits to its workers, in accordance with the opinion of John
Rawls, an owner (owners) have to go back to the original human
nature. Business owners must prioritize moral reasons in each will
conduct policy in granting wage to its workers. Keywords:
accounting treatment of employee benefits, labor, wages, justice.



ABSTRAK

Penelitian ini secara fenomenologi ingin mengetahui
bagaimana praktik akuntansi imbalan kerja (employee benefits)

yang diterapkan oleh PR XYZ dan implikasinya terhadap keadilan

dalam pengupahan. Penelitian praktik akuntansi imbalan keria

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
akuntansi imbalan kerja yang diterapkan oleh PR XYZ. Dari
hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan
akuntansi imbalan kerjanya PR XYZ tidak melakukan akuntansi 7 .

imbalan kerja seperti yang seharusnya berpedoman pada PSAK
No. 24 Tahun 2004, dan fidak tunduk pada Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Alasan yang
dikemukakan oleh pihak manajemen adalah karena tidak mau
susah-susah, karena sudah terjadi kesepakatan lisan antara buruh
dan pithak manajemen. Akuntansi yang diterapkan adalah
akuntansi keluar masuk kas yang sangat sederhana, yang berbasis
kas (cash basis), yang berisi semua penerimaan dan pengeluaran
kas selama satu periode. Satu-satunya buku yang dibuat untuk
tujuan pelaporan internal perusahaan adalah “Buku Keluar
Masuk Kas.” Penentuan masing-masing besar imbalan keria vang
dibebankan hanya berdasarkan kira-kira saja, dan hanya memakai
perbandingan beban imbalan kerja yang dibebankan oleh pesaing
bisnisnya. Untuk dapat bersikap adil dalam memberikan imbalan
kerja kepeda para burchnya, sesuai dengan pendapat John Rawls,
seorang pemilik (owners) harus kembali kepada sifat asli
manusianya. Pemilik perusahaan harus mengedepankan alasan
moral (moral reasoning) dalam setiap akan melakukan kebijakan
dalam pemberian pengupahan kepada buruhnya.

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi imbalan kerja, buruh,
pengupahan, keadilan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Abstract

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian

BAB 11 TEORI SEBAGAI PIJAKAN PEN ELITIAN:
KAJIAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI
IMBALAN KERJA DAN TEORI
PERBURUHAN

2.1 Buruh dan Perburuhan

2.2 Upah dan Pengupahan

~ 2.3 Sistem Pemberian Imbalan kerja dan Komponen

Imbalan kerja

2.4, Keadilan dalamkompensasi (Pengupahan)

2.5. Masalah Pengupahan
2.6. PSAK No. 24 Tahun 2004 tentang Akuntansi
Imbalan Kerja
2.7. Macam-macam Imbalan Kerja
2.8. Konsep Pengakuandan Pengukuran
2.9. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan |
2.10. Dampak penerapan Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Terhadap Perusahaan
2.11. Kewajiban Yang timbul dari Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003
2.12. Teknik Pengukuran Beban Post Employment
Benefits
2.13. Metode Penghitungan Beban Berdasarkan
International Accounting Standart (145 19)
2.14. Politik Hukum Pengupahan di Indonesia
2.15. Kebutuhan Hidup dan Upah Minimum

111

Pt R et
~ D

13
13 -
14

15
I8
19
20
20
25
28
28
29
30
32

33
L



2.16. Ketetapan Dasar UMK

2.17. Kewenangan dalam Penetapan Upah Minimum
2.18. Kesejahteraan Buruh

2.1%. Hubungan Industrial

2.20. Penyelesaian Permasalahan/Sengketa

2.21. Keadilan Pengupahan Menurut John Rawls

BAB Il METODE MENUJU PEMAHAMAN
TERHADAP REALITAS

3.1, Pendekatan Penelitian

3.2, Penentuan Lokasi Penelitian

3.3. Usaha untuk Memasuki Lapangan

3.4. Data dan Sumber Data

3.5. Pemilihan Informan Sebagai Subyek Penelitian

3.6. Analisis Data

3.7. Teori Untuk Menganalisis Data

BAB IV PEMAHAMANATAS PERLAKUAN
IMBALAN KERJA DAN KEADILAN HUKUM
DALAM PEMBERIAN IMBALAN KERJA

4.1. Latar Belakang Perusahaan

4.2. Dilema Pengupahan

4.3. Upah Minimum Kota

4.4. Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja PR XYZ

4.4.1 Pemberian Upah

4.4.2, Pemberian Tunjangan Hari Raya

4.4.3. Beban Santunan Pekerja Sakit

4 .4.4. Pemberian Pesangon Pekerja di-PHK

4.5. Cash Buasis of Accounting _

4.6. Kcad:lm;dalam Penﬁupahzm s w Rl B

36
37
38
40
43
44

43
43
50
52
53
57
59
61

65
65
69
70
73
74
78
83
86

94

Akuntansi imbalan Kerja

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan Penelitian
6.1. Saran Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

113
115
115
116

119



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan industri dan organisasi yang pesat dewasa ini
mengakibatkan industri dan organisasi menilai pentingnya unsur
sumber daya manusia di dalam industri dan organisasi, Arishanti
dan Ritandiyono (2005). Betapapun sempurna rencana-rencana
organisasi dan pengawasan, apabila sumberdaya manusia tidak
dapat menjalankan tugasaya dengan minat dan gembira maka
industri atau organisasi tidak akan mencapai hasil sebanyak yang
sebenarnya dapat dicapai, As’ad (1994:77).

Oleh karena itu dunia bisnis tidak dapat lagi melepaskan diri
dari tanggungjawab terhadap lingkungannya, baik lingkungan
eksternal apalagilingkungan internalnya sumber daya manusia).
Satriawan dan’ Djasuli (2001), mengatakan bahwa sumber daya
manusia yang terbesar untuk perusahaan manufaktur adalah
buruh, sebagai penerima imbalan kerja (employee benefits). Pada
akhir tahun 1960-an, para manajer, ilmuwan keperilakuan, analis
keuangan, dan akuntan menjadi semakin tertarik . terhadap
gagasan akuntansi bagi manusia sebagai sumber daya
organisasional Ikhsan dan Ishak (2005,349). Semua perlakuan
akuntansi untuk mengelola sumber daya buruh ini dibutuhkan
perhatian yang lebih khusus.

Hidayah (2001) berpendapat bahwa walaupun hanya sedikit
riset yang menyarankan untok memasukkan variabel manusia
dalam sistem akuntansi formal saat ini, terdapat beberapa
pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi
sumber daya manusia dalam tataran praktis, yakni akuntansi
aktiva manusia, akuntansi modal manusia, dan akuntansi goodwill
manusia. Pemberian imbalan kerja (employee benefits) merupakan
salah satu dalam kajian penerapan sakuntansi sumberdaya
manusia. Dari perspektif manajerial, akuntansi
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sumberdayamanusia dimaksudkan untuk membantu

parapengambil keputusan untuk menggunakan kalkulus biaya

nilai, yaifu suatu penilaian terhadap biaya dan nilai yang terlibat
dalam suatu keputusan.

Sumber daya manusia yang paling besar dimiliki oleh
perusahan manufaktur pada umumnya adalah burnh, atau pekerja,
atau disebut juga pegawai. Manajemen buruh inilah yang harus
dilandasi oleh adanya etika bisnis sehingga hubungan antara
perusahaan dan sumberdaya manusianya dapat berjalan dengan
barmonis. Penerapan akuntansi sumber daya manusia dalam
sistem manajerial perusahaan ini, tidak bisa terlepas dari adanya
pemahaman terhadap etika. FEtika merupakan ilmu yang
mendalami standar moral perorangan dan standar moral sebuah
masyarakat (Velasques, 2005:10). Karena akuntansi merupakan
bagian dari ilmu sosial dan ilmu ekonomi khususnya, maka
dalam melakukan penelitian akuntansi tidak bisa terlepas dari
permasalahan moral. Untuk itu penelitian akuntansi yang pada
saat ini sudah mulai menyentuh tentang etika dalam akuntansi
perlu terus dikaji dan dikembangkan.

Dewasa ini sistem manajerial dalam perusahaan sudah
mengalami erosi terhadap etika, kita dapat melihatnya dengan
mudah melalui media yang ada di sekitar kita Albrecht (1992:x).
Albrecht mengatakan bahwa sudah saatnya akuntan sebagai
bagian dari masyarakat sosial perlu sekali untuk membawa isu
“etika” ini dalam perusahaan, khususnya untuk mengelola
sumber daya manusia dalam perusahaan. Manajemen perusahaan
harus lebih peka lagi dalam memperlakukan pekerjanya, terutama
dalam masalah pemberian imbalan kerja (employee benefits)
kepada pekerjanya. Pemberian imbalan kerja merupakan sarana
yang paling relevan bagi perusahaan untuk menghargai sumber
daya manusianya sebagai penghargaan afas perolehan profit yang
didapatkan perusahaan melalut usaha dari para pekerjanya.

Buruh, atau yang disebut sebagai pekerja, ataupun disebut -

sebagai pegawail merupakan obyek dari para pemilik modal untuk
mendapatkan keuntungannya. Buruh dijadikan sebagai alat untuk
mencapai tujuan para

~ 7~

pemilik modal. Posner (1981:26) memandang dari prinsip
“efisiensi” dalam ilmu ekonomi. Di bidang mikro ekonomi,
khususnya yang bersangkut paut dengan kinerja perusahaan
dikenal adanya prinsip efisiensi sumber daya yang terbatas. Para
pemilik perusahaan akan memaksimalkan usahanya (dengan
keterbatasan sumber daya yang terbatas) dengan segala upaya
untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi kepentingannya
sendiri,

Pemilik perusahaan dengan berorientasi memaksimalkan
profit untuk kepentingan shareholdersnya atau  untuk
kepentingan manajemen itu sendiri dalam mendapatkan bonus
misalnya, maka: tnanajemen itu sendiri melakukan eksploitasi
terhadap orang lain dan lingkungan alam (Triyuwono, 2006:4).
Manajemen enggan memberikan gaji yang memadai bagi
karyawannya, karenia dengan pemikiranegoistik gaji yang tinggi
akan memperbesar- beban upah dan gaji (wages and salaries
expense). Tingginya beban (expense) ini jelas akan memperkecil
profit. Hal ini sesuai déngan pendapat Posner (1977:345) bahwa
setiap individu mempunyai kecenderungan untuk risk averse.

Apabila adanyakacendurangan individu seperti itu, maka
manajer tentu saja akan:melakukan tindakan manajemen yang
cenderung untuk umenghindari manajemen biaya tinggi,
melakukan efisiensi,~dan ujungujungnya buruh sebagai pihak
yang akhirnya menanggunig beban efisiensi manajemen tersebut.

Survei Badan-  Pusat- Statistik (BPS) dengan Asian
Development Bank (ADB) menyatakan indikator utama tingkat
kemiskinan. di Indonesia: ‘adalah nilai upah buruh yang berlaku
saat. ini: Survei upah yeng dilakukan 4DB dan BPS pada upah
buruh. d1 ‘bawzh mandor.di sektor manufaktur. Survei dilakukan
setiap: ';__\z_@__'ulan vakni- _Mar_et Juni, September, dan Desember.
Hasil ‘guryei menunjukkan, ada perubahan signifikan pada tingkat

<igan -akibat naiknya nilai upah buruh. Ini dapat dilihat
. perubahan nilai upah buruh tani 22 persen dapat
1 tingkat kemiskinan hingga 16 persen. Hal ini sangat
1gan nilai upah buruh pada 2005 yang turun hingga 18
atnya, tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 25
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persen. Kemiskinan tinggi di Indonesia tidak lain karena
turunnya nilat upah buruh. Kenaikan upah buruh 20 persen dapat
menurunkan tingkat kemiskinan 10 persen.

Salah satu industri yang padat karya dan menyerap begitu

banyak tenaga kerja adalah perusahaan rokok. Indonesia ..

merupakan surga bagi industri rokok nasional maupun
internasional. Menurut data dari WHO, Indonesia dengan
penduduk 200 jiwa lebih penduduk, sebanyak 141 juta jiwa

merupakan perokok aktif yang menghabiskan 215 milyar batang

per tahunnya (Media Indonesia, 2006). Industri rokok memang

menjadi sumber pendapatan pajak negara yang cukup besar dan -

penyerapan tenaga kerja yang tingggi khususnya di daerah. Jika

dilihat dari segi pendapatan negara atau dikenal dengan cukai

hasil tembakau, industri rokok dapat dikatakan menjadi andalan
bagt pemerintah melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai
(DJBC) yang tiap tahunnya mengalami kenaikan bahkan
melampaui target yang ditentukan. Untuk tahun 2006 target yang
ditentukan APBN-P adalah Rp.36,5 triliun dan untuk tahun 2007
tergetnya dinaikkan menjadi Rp. 40,3 triliun (Jawa Pos, 2007).
Arnold (1999), dari hasil penelitiannya terhadap buruh

menyimpulkan bahwa bilamana kerangka peraturan institusi

pemerintah sangat minimal, maka hal ini berakibat pada
sedikitnya keuntungan perusahaan yang diperuntukkan untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh. Hasil penelitian lebth lanjut
menyatakan dengan ketiadaan peraturan yang jelas, maka
keterlibatan  karyawan  dan  program  kualifas  yang
diimplementasikan dalam ke-3 obyek penelitiannya, tidak hanya
gagal untuk memberikan keamanan kerja yang dijanjikan,
otonomi tempat kerja, dan pemberdayaan, tetapi sesungguhnya
 berdampak  sebaliknya, pengurangan terhadap  buruh,
menguntungkan serikat pengusaha, menimbulkan pemogokan,
pelarangan bekerja, dan PHK besar-besaran. Sehingga bila ada
peraturan perundang-undangan yang secara tegas melindungi
buruh di Indonesia maka pemberian imbalan kerja untuk semua
buruh di Indonesia akan lebih baik dan semakin mendekati ke
arah keadilan.
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Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap pada
perusahaan rokok, masalah upah, PHK, tunjangan atau santunan,
harus diatur dengan jelas oleh pemerintah. Tetapi kadangkala
scbuah peraturan pemerintah yang ditegakkan, akan membawa
dampak yang buruk bagi nasib buruh. Sebagai contoh, awal Mei
2007, sebanyak 20 perusahaan rokok di kota Malang dibekukan
ijin operasinya oleh Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Malang.
Keputusan ini didasarkan pada dugaan awal bahwa perusahaan
rokok skala kecil melakukan pelanggaran pidana terkait dengan
penggunaan pita. cukai rokok (Detik Finance, 11 Mei 2007).
Bila dibaca sepintas, berita ini ringan saja, hanya sebagai kolom
kecil pada heudline sebuah media, tetapi tidak terlihat berapa
rupiah pesangon-yang didapatkan para buruh ter-PHK ini, berapa
jumlah anak yang akhirnya putus sekolah karena orangtuanya ter-
PHK ini, dan apa:saja dampak sosial lain yang terjadi karena
adanya PHK ini. - :

Streeck (1992}, ‘menunjukkan bahwa dengan terdapatnya
kerangka - peraturan’ .yang minimal, dibutuhkan sebuah
penganekaragaman . kua litas  dalam  berproduksi  untuk
meningkatkan gaji buruh -dan meningkatkan keterampilan buruh.
Wagman dan Young- (2_007) menyatakan bahwa dengan adanya
Standar Akuntansi untuk imbalan kerja, seharusnya memberikan
transparansi dan kepastian dalam program pemberian imbalan
kerja sehingga memberikan ketenteraman kepada buruh dalam
melakukan pekerjaannya. Baker dan Hayes (1995) menyatakan
bahwa -FASB 106 yang mengharuskan perusahaan untuk
mengdkm biaya asuransi: jiwa dan asurausi kesehatan pasca
pensiug bcrdasarkam masa kerja karyawan, memberikan dampak
uda kesejahteraan buruh.

s yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang ada
sia saat ini, ternyata hanya sedikitsekaliperusahaan
:antumkan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja
2haruskan perusahaan untuk mengakui segala hal yang
engan  hak dan kewajibannya dalam  sistem
. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh
:2007) bahwa dalam praktik manajemen PT X belum
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melakukan perjanjian dengan karyawan sehubungan dengan

diberlakukannya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan dan belum menerapkan PSAK No. 24 tahun
2004.

Gladylasari (2007) melakukan penelitian perlakuan akuntansi
vang meliputi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan
akuntansi imbalan kerja pada PT. "X" untuk mengetahui
penerapan akuntansi imbalan kerja apakah telah sesuai dengan
yang diatur PSAK No. 24 dan Undang-Undang No. 13 tahun
2003. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam prakteknya
PT. "X" belum sepenuhnya menerapkan Undang-undang No. 13
tahun 2003, dan PSAK No. 24 Tzhun 2004, Manajemen belum
melakukan perjanjian dengan karyawan sehubungan dengan
diberlakukannya Undang-undang No. 13 tzhun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Tetapi dalam penelitiannya, Gladylasari (2007)
tidak menjelaskan lebih lanjut fenomena-fenomena yang
menyebabkan PT X tidak menerapkan perlakuan akuntansi
imbalan kerja berdasarkan PSAK No. 24 dan Undang-Undang
Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tersebut.

Berlakunya ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 24 yang mengatur dengan jelas imbalan
kerja dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan seharusnya membuat kesadaran perusahaan
untuk membayar uang jasa dan uang pesangon semakin
 membaik. Seharusnya tujuan utama dibuatnya standar akuntansi
keuangan dan undang-undang ketenagakerjaan memihak dan
memberikan kepastian kepada buruh akan imbalan kerja yang
berkeadilan.

Brown (2009), menyatakan bahwa para akademisi lebih
melihat penelitiannya dengan berorientasi pada perspektif
manajerial, dan kurang melihat dari perpektif buruh. Sudah
seharusnya disiplin akuntansi berperspektif kepada buruh dan
serikatnya dalam melakukan penelitian. Lebih lanjut Brown
(2009) mengatakan bahwa burvh dan serikat pekerjanya juga
membutuhkan pengungkapan informasi akuntansi, yang dianggap
buruh sebagai upaya untuk memperkirakan “upah harian yang

-y

kepada'

adiluntuk hari kerja yang adil pula”. Sebenarnya buruh dan
serikat pekerja berharap banyak terhadap informasi akuntansi
melalui perlakuan akuntansi imbalan kerja perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Kevangan (PSAK) No. 24
(Revisi  2004) mengatur secara komprehensif mengenai
pernyataan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja bagi
karyawan suatu perusahaan sebagai revisi PSAK No. 24 Tahun
1994 tentang akuntansi biaya manfaat pensiun, yang telah
diterapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari aplikasi PSAK 24
(Revisi 2004) adalah untuk mengatur akuntansi dan
pengungkapan imbalan kerja yang mengharuskan perusahaan
untuk mengakui: kewajiban, jika pekerja telah memberikan
jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan
dibayarkan di masa depan; dan beban, jika perusahaan menikmati
manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh
pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Menurut Undang-undang Neo. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sudah dibedakan dengan jelas antara uang
pesangon dan uang jasa berdasarkan lamanya masa kerja dan
formula pembayarannya. Barang siapa berpendirian bahwa
hukum hanya dapat diketemukan dalam undangundang akan
merasa sangat kecewa menghadapai kenyataan bahwa, justru
mengenai soal-soal perburuhan, banyak hal tidak (belum diatur)
dalam undangundangperburuhana, Soepomo (1985:20). Hal int
tentunya akan membuat posisi buruch sebagai pihak yang paling
tidak beruntung menjadi sangat tidak terakomodir hak-haknya
dengan baik. Hendaknya perlakuan akuntansi imbalan kerja yang
diterapkari-perusahaan mencerminkan keadilan yang memihak
‘buruh. Keadilan dalam pemberian imbalan kerja
merupdkﬂn'sesuatu yang sangat penting harus dipahami pihak
manajémen perusahaan, sehingga akan terbawa ke dalam semua
perlakumy dkuntansinya.

(_mfn seharusnya memberikan perhatian terhadap
ilam  pemberian imbalan kerja bagi para buruh
imbalan kerja yang berkeadilan akan membuat

~ T~



pekerja merasa puas sehingga meningkatkan kinerja para
karyawan, dan hal ini tentu saja akan menguntungkan perusahaan.
Sentana (1992) menyatakan bahwa baik perusahaan maupun
pekerja mempunyai kepentingan yang sama atas adanya suatu
sistem imbalan kerja yang dirasakan berkeadilan. Ardiana (1995)
dalam | penelitiannya yang dilakukan pada sebuah bank swasta di
Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat dua variabel tentang
kompensasi yang mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan.
Kedua variabel yang mempengaruhi tersebut adalah persepsi
tentang keadilan kompensasi (baik finansial maupun non-
finansial), dan variabel kepuasan kompensasi. Keadilan finansial
vang dimaksudkan disini termasuk di dalamnya pemberian
imbalan kerja {employee benefits).

Para pekerja menginginkan sistem imbalan kerja, kebijakan
promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan sesuai dengan

harapan mereka. Bila upah dilihat adil, yang didasarkan pada

tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar
pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan
kepuasan kerja karyawan dan mereka merasakan kesejahteraan.
Kunci yang menautkan upah dengan kepuasan bukanlah jumlah
mutlak yang dibayarkan oleh perusahaan, tetapi yang
terpentingadalah persepsi karyawan akan upah yang dirasakan
mereka berkeadilan (Robbins, 1996:55). Siswanto (2001)
menyatakan bahwa kompensasi finansial dan non-finansial
ternyata mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap
motivasi kerja dan kinerja karyawan.

Persepsi merupakan suatu proses pembuatan penilaian
(judgement) tentang keadilan. “Adil” dan “tidak adil” ini
diperoleh pekerja dengan cara membandingkan dirinya
dengan individu lain sebagai pembanding. Jika pembandingan
antara hasil dengan masukan pekerja, sama besar dengan individu
pembanding, maka keadilan tersebut tercapai. Sebaliknya jika
tidak sama, maka ketidakadilan akan dir asakan oleh pekerja
(Tim Penulis Modul FISIP UI, 1988: 35).

Munandar (2001:27) berpendapat bahwa orang yang
menerima upah yang dipersepsikan “tertalu kecil” atau “terlalu
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besar” akan mengalami ketidakpuasan. Oleh karena itu, hal yang
terpenting talah sejauh mana upah yang diterimanya dirasakan
berkeadilan. Jika upah dipersepsikan sebagai adil berdasarkan
tunfutan-tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu dan
standar upah yang berlaku untuk kelompok pekerjaan tertentu,
maka akan didapatkan kepuasan kerja.

Riyono (1996) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan
perasaan pekerja atau karyawan yang berhubungan dengan
pekerjaannya, yaitu dia merasa senang atau tidak senang, bangga
atau jenuh, sebagai hasil dari penilaian individu bersangkutan
terhadap pekerjaannya yang dirasa berkeadilan, Menurut Jewell
dan Siegall (1989:43) penentu atau determinan utama dari
kepuasan kerja, fidak hanya terletak pada jumlah gaji absolut,
tetapi kepuasan kerja juga bergantung pada persepsi pekerja
tentang pengupahan yang dirasa berkeadilan, Arishanti dan
Ritandiyono (2005).berpendapat bahwa terhadap hubungan yang
signifikan antara persepsi karyawan terhadap keadilan dalam
pemberian upah dengcm kepuasan kerja pada lingkungannya
bekerja.

Rawis (2006: 35) mamformulamkan a Theory of Justice yang
menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the diference principle
dan the principle of fair. equality of opportunity. Inti dari the
diference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis
antara pemberi kerja dan pekerja harus diatur agar memberikan
manfaat: yang paling besar bagi mereka yang paling kurang
beruntung {(dalam hal ini-adalah pekerja). Jangan sampai yang
terjadi adalah dengan mempunyai power, maka pemberi kerja
malah mengeksploitasi para pekerjanya untuk memaksimalkan
keuntuirgannya.

Rawls: (2006:35,47) memberikan prinsip keadilan dimana
perbedaan. .sosial dan ekonomis antara pemilik perusahaan
:i-_z:i_n buruh harus diatur sedemikian rtupa agar
(a manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling
























































































































































































